
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI PAPUA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA 

NOMOR 195 TAHUN 2023 

TENTANG 

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN 

TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 

NOMOR REGISTER 0012/PS.REG/94/XI/2023 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 

(2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota; 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Terjadinya 

Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

Bawaslu Provinsi Papua Nomor Register: 

0012/PS.REG/94/XI/2023, yang pada pokoknya 

menyepakati membatalkan Berita Acara KPU Provinsi 

Papua Nomor 1103/PL.01.4-BA/05/2023 tentang 

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Tanggal 3 

November 2023, dan Pemohon agar Menyampaikan 

dokumen yang masih kurang kepada KPU Provinsi 

Papua dan mengupload ke SILON selama 1x24 jam 

setelah SILON dibuka; 

jdih.kpu.go.id/papua



- 2 - 
 

  c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor …./PL.01.4-

BA/91/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca 

Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Papua 

Nomor Register: 0012/PS.REG/94/XI/2023; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua tentang Daftar Calon Tetap Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan 

Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses 

Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

jdih.kpu.go.id/papua



- 3 - 
 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

348); 

  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 

2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota; 

  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 

2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi 

Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota; 

  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 

2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar 

Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon 

Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota; 
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  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon 

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Nomor 135 Tahun 2023 tentang Daftar Calon 

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 

Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilu; 

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Nomor 185 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

PAPUA TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA 

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN 

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR 

REGISTER 0012/PS.REG/94/XI/2023. 

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat  Daerah Provinsi Papua untuk 18 

(Delapan Belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 

0012/PS.REG/94/XI/2023, yaitu: 

  1. Partai Kebangkitan Bangsa 

  2. Partai Gerakan Indonesia Raya 

  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

  4. Partai Golongan Karya 

  5. Partai NasDem 

  6. Partai Buruh 

  7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 
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  8. Partai Keadilan Sejahtera 

  9. Partai Kebangkitan Nusantara 

  10. Partai Hati Nurani Rakyat 

  11. Partai Garda Republik Indonesia 

  12. Partai Amanat Nasional 

  13. Partai Bulan Bintang 

  14. Partai Demokrat 

  15. Partai Solidaritas Indonesia 

  16. Partai PERINDO 

  17. Partai Persatuan Pembangunan 

  24. Partai Ummat 

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut 

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap 

daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 185 Tahun 

2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di Jayapura 

Pada tanggal 9 November 2023 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA, 

 

ttd. 

 

STEVE DUMBON 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA 

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia, 

 

 

Krispus Kambuaya 
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